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WALIKOTA PONTIANAK 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
 

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK 

NOMOR 5  TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 

TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN  

DI KOTA PONTIANAK 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PONTIANAK, 

Menimbang : a. bahwa menindak lanjuti Keputusan Gubernur 
Kalimantan Barat Nomor 358/HK/2016 tentang 

Pembatalan Beberapa Ketentuan dari Peraturan 
Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2013 
tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota 

Pontianak, maka perlu merubah Peraturan Daerah 
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 

Ketenagakerjaan di Kota Pontianak; 

  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Pontianak; 

 

Mengingat : 1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, 
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah tingkat II 
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 

27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang 
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 2756); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 2918); 

 

 

 

SALINAN 
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  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun l981 tentang Wajib 
Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 320); 

  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Tehadap 

Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3277); 

  6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3468); 

  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang 

Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 tentang 
Pelarangan dan Tindakan Serta Penghapusan Bentuk 
Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

3941); 

  8. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2000 tentang 
Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
131,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 3989); 

  9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4279); 

  10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang 
Pengesahan Konvensi ILO Nomor 81 Tahun 1947 

Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan di Industri 
dan Perdagangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 4039); 

  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2003 Nomor 39); 

  12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan lndustrial 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4356); 

  13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 
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  14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445); 

  15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang 

Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4637); 

    

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK 
 

dan 
 

WALIKOTA PONTIANAK 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG 
PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DI KOTA 

PONTIANAK. 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 

Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Di Kota Pontianak 

(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 86) diubah sebagai berikut:  

 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 6 diubah dan angka 4 dihapus 

sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
 

1. Daerah adalah Kota Pontianak. 
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2. 

 

 

 

 
 

3. 

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 
 

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Dihapus. 

5. Walikota adalah Walikota Pontianak. 

6.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 

Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan di bidang 
ketenagakerjaan. 

8. Perusahaan adalah: 

 a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang 

perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik 
milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan 
pekerja/buruh dengan membayar upah atau Imbalan dalam bentuk 

lain; dan/atau 

 b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai 

pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah 
atau imbalan dalam bentuk lain. 

9. Pengusaha adalah: 

 a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang 

menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; 
 

 b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara 

berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; 

 c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada 

di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah 
Indonesia. 

10. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, 
oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar 

perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan 
bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi 

hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan 
pekerja/buruh dan keluarganya. 

11. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 

guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi 
kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 

12. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik 
dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan 

dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya 
yang terdiri dari: 

 a. penyandang cacat fisik; 

 b. penyandang cacat mental; dan 

 c. penyandang cacat fisik dan mental. 
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13. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan 
maksud bekerja di wilayah Indonesia. 

14. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disebut AKL adalah penempatan 
tenaga kerja antar Kota/Kota dalam 1 (satu) provinsi. 

15. Antar Kerja Daerah yang selanjutnya disebut AKAD adalah penempatan 
tenaga kerja antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia. 

16. Antar Kerja Negara yang selanjutnya disebut AKAN adalah penempatan 
tenaga kerja di luar negeri. 

17. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah 
atau imbalan dalam bentuk lain. 
 

18. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum 

atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan 
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

19. Pengguna Jasa adalah Instansi Pemerintah atau Badan Usaha 
berbentuk badan hukum, perusahaan dan perorangan di dalam atau di 
luar negeri yang bertanggungjawab mempekerjakan tenaga kerja. 

20. Bursa kerja adalah tempat penyelenggaraan pelayanan Antar Kerja. 

21. Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan 
mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau 
alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan 

tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi 
kerja. 

22. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap 
Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar 
negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan 

menerima upah. 

23. Tenaga Kerja Lokal adalah Tenaga Kerja yang berasal dari Kota 

Pontianak atau dari daerah lain yang lahir di Kota Pontianak secara 
turun temurun atau berdomisili dalam jangka waktu tertentu 

dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga 
sekurang-kurangnya 2 tahun. 

24. Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja adalah lembaga yang 

melakukan penilaian dan memberikan pengakuan status program 
pelatihan kerja berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga 

pelatihan kerja berdasarkan kriteria standar kompetensi. 

25. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut BLK adalah Balai Latihan 

Kerja Kota Pontianak. 

26. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disebut LPK adalah lembaga 
yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 

27. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, 

memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, 
produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja sesuai dengan jenjang dan 

kualitas jabatan atau pekerjaan baik di sektor formal maupun di sektor 
informal. 

28. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang 

diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan 
dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan 

instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam proses 
produksi barang atau jasa dalam rangka menguasai keterampilan atau 
keahlian tertentu. 
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29. Sertifikat Pelatihan adalah tanda bukti penetapan dan pengakuan atas 
jenis dan tingkat keterampilan yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang 

sesuai dengan standar program pelatihan yang ditetapkan. 

30. Lembaga Penyalur Pramuwisma adalah lembaga yang menyalurkan 

tenaga kerja yang melakukan pekerjaan pada rumah tangga. 

31. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk 

antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang 
terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang di 
dasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik lndonesia Tahun 1945. 

32. Lembaga Kerjasama Bipartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan 

musyawarah mengenal hal-hal yang berkaitan dengan hubungan 
Industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha 
dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di Instansi yang 

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur 
pekerja/buruh. 

33. Lembaga Kerjasama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan 
musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri 

dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan 
pemerintah. 

34. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan 

pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur 
pekerjaan, upah dan perintah. 

35. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga 
kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian 

dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai 
akibat peristiwa atau keadaan yang dilayani oleh tenaga kerja berupa 
kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. 

36. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) 
tahun. 

37. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan 
menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang 

ketenagakerjaan. 

38. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam 
bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja 

kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu 
perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan 

terrnasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, atas suatu 
pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 

39. Upah Minimum Kota adalah upah minimum yang berlaku di Kota 
Pontianak. 

40. Kesejahteraan Pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan 

dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di 
dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak 

langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan 
kerja yang aman dan sehat. 

41. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan 
pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak 
dan kewajiban para pihak. 

42. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh 
pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. 
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43. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil 
perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat 

pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung 
jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa 
pengusaha, atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat 

kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. 

44. Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan 

dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh Serikat Pekerja/ 
Serikat Buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. 

45. Penutupan Perusahaan (lock out) adalah tindakan pengusaha untuk 
menolak pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan 

pekerjaan. 

46. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja 
karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan 

kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. 

47. 

 

 
 

2. 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat negeri sipil tertentu 

lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus oleh 
Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran 

Peraturan Perundang-Undangan. 
 

Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, 

sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: 

   

Pasal 21 
 

(1) Penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas selain dilakukan oleh 

Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), dalam melaksanakan pelayanan 
penempatan tenaga kerja juga dapat dilakukan oleh lembaga 

penempatan tenaga kerja yang memiliki izin operasional. 
(2) Lembaga Penempatan Tenaga Kerja harus berbadan hukum. 

(3) dihapus.  
 

3. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (4) diubah, ayat (2), ayat (3) dan 

ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 26 
 

(1) Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di daerah 
wajib memiliki izin operasional. 

(2) Dihapus.  
 

(3) Dihapus. 

(4) Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh wajib mendaftarkan dan 
mencatatkan perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh pada 
Pemerintah Kota Pontianak. 

(5) 
 

4.  
 

 
 
 

(1) 
 
 

 
 
 

 
 

Dihapus.  
 

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf b dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 
27 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 27 
 

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan 
lain, yang masing-masing wajib berbadan hukum. 
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(2)  
 

 
 
 

 
(3) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
(4) 

 
 

(5) 
 
 

 
 

5. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
(1) 

 
(2) 
 

 
 
 

 
 

 
(3) 

Perusahaan yang akan menyerahkan sebagian pekerjaan kepada 
perusahaan lain wajib melaporkan jenis pekerjaan pokok dan pekerjaan 

penunjang yang ada di perusahaan kepada Walikota dengan 
melampirkan surat keterangan kesepakatan dengan serikat pekerja atau 
dengan perwakilan pekerja apabila diperusahaan tersebut belum 

terbentuk serikat pekerja. 
Perusahaan pemberi kerja dan perusahaan lain yang dimaksud wajib 

melaporkan keadaan tenaga kerja yang digunakan dilampiri dengan 
dokumen-dokumen: 
a. Fotocopy wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan penyedia jasa 

pekerja/buruh yang masih berlaku; 
b. Fotocopy bukti kepesertaan Program Perlindungan Sosial Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial; 
c. Fotocopy izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; 

dan 

d. Surat keterangan tentang status hubungan kerja pekerja 
diperusahaan penerima kerja. 

Dokumen-dokumen pendaftaran perjanjian penyerahan sebagian 

pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut 
dalam Peraturan Walikota. 

Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 
pendaftaran perjanjian penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
Walikota dapat melimpahkan kewenangan kepada SKPD bidang 

ketenagakerjaan. 
 

BAB XVI PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN diubah 
menjadi BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN, Pasal 63 ayat (2) 
huruf a diubah, Bagian Kedua Pengawasan Pasal 64 dan Pasal 65 

dihapus, sehingga BAB XVI berbunyi sebagai berikut: 
 

BAB XVI 

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN 
 

Bagian Kesatu 

Pembinaan 
 

Pasal 63 
 

Walikota melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan 

ketenagakerjaan. 
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), meliputi: 
a. bimbingan dan penyuluhan di bidang ketenagakerjaan termasuk 

bimbingan dan penyuluhan hak normatif pekerja serta keselamatan 
dan kesehatan kerja; 

b. bimbingan perencanaan teknis di bidang ketenagakerjaan; 

c. pemberdayaan masyarakat di bidang ketenagakerjaan; dan 
d. memberikan sanksi tegas bagi pegawai negeri yang tidak melakukan 

tugas sesuai fungsinya. 
Prosedur dan tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. 

 

          Pasal 64 

(1) dihapus. 

(2) dihapus. 

(3) 
 

 
 
 

 
 

 

dihapus. 
                                               

Pasal 65 
dihapus. 
 

 
 

 



9 
 

      Ditetapkan di Pontianak 
      pada tanggal 1 Februari 2018 

 
      WALIKOTA PONTIANAK 
 

                      Ttd 

              SUTARMIDJI 

Diundangkan di Pontianak 

pada tanggal 1 Februari 2018 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, 

                              Ttd 

 

URAY INDRA MULYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................... 

 

 

6. Ketentuan Pasal 68 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 
68 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 68 
 

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

10 ayat (1), Pasal 11 ayat (2) dan (3), Pasal 16 ayat (l) dan ayat (5), Pasal 
20 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (l), Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat 
(2) dan (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 39 (l), Pasal 40 ayat (1), Pasal 52 ayat 

(l), dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan 
dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) kecuali jika ditentukan lain dalam perundang-undangan. 

(2) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
tidak menghilangkan kewajiban pegusaha membayar hak-hak dan/atau 

ganti kerugian kepada tenaga kerja/buruh. 

(3) Dihapus. 
 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak. 
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